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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan mempunyai makna yang sangat penting untuk setiap makhluk 

hidup terutama manusia, dengan adanya kesehatan manusia bisa berpikir dengan 

pbaik dan juga dapat melakukan kegiatan sehari-harinya secara optimal. Dalam 

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

ditetapkan bahwa “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. 

 

Oleh karena itu setiap manusia akan selalu menjaga kesehatan dalam keadaan 

yang baik. Ketika kesehatan itu terganggu, manusia akan selalu berusaha 

melakukan dengan segala cara untuk segera mungkin dapat sehat kembali. Salah 

satunya dengan cara berobat dengan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang tersedia.  

Adapun definisi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, ditetapkan dalam : 

Pasal 1 ayat (6) : 

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabadikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 
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Pasal 1 ayat (7) : 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

 

 Tenaga kesehatan yang dimaksud ialah dokter. Dokter bisa dikatakan sebagai 

profesi karena merupakan suatu pekerjaaan yang berkedudukan tinggi dari para 

ahli yang terampil dalam menerapkan secara sistematis dan mempunyai 

kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu.
1
 

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 

Pasal 1 ayat (11) : 

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran 

atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, 

kompentensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode 

etik yang bersifat melayani masyarakat. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dokter 

memiliki keahlian dan keterampilan dalam ilmu kedokteran yang secara mandiri 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanannya dan 

juga harus mampu memutuskan sendiri tindakan yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan profesinya, serta secara pribadi bertanggung jawab atas mutu 

pelayanan yang diberikannya.
2
 

                                                           
1
 Anny Isfandyarie,  Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I, Prestasi 

Pustaka Publisher, 2006, hlm. 23 
2
 Ibid, hlm.25 
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Tetapi, usaha penyembuhan yang dilakukan dokter tersebut tidak akan terjadi 

jika tidak didukung dengan pelayanan kesehatan yang baik dari suatu sarana 

pelayanan kesehatan, dan syarat pelayanan kesehatan yang aman, tidak hanya 

dengan adanya keterlibatan dari banyak tenaga ahli atau memungut biaya yang 

murah, tetapi harus didasari dengan sistem pelayanan medis yang sesuai dengan 

sarana pelayanan kesehatan tersebut. Salah satunya dengan mencatat semua hal 

tentang riwayat penyakit pasien, dimulai dari pasien datang sampai tahap 

pengobatan di sarana pelayanan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, catatan-

catatan tersebut dikenal dengan istilah rekam medis. 

Rekam medis adalah siapa, apa, dimana dan bagaimana perawatan pasien 

selama dirumah sakit, untuk melengkapi rekam medis harus memiliki data yang 

cukup tertulis dalam rangkaian kegiatan guna menghasilkan suatu diagnosis, 

jaminan, pengobatan dan hasil akhir.
3
 Menurut Permenkes No. 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, rekam medis adalah berkas 

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 

Rekam medis wajib dibuat langsung oleh dokter yang melayani pasien, 

setelah pasien menerima pelayanan kesehatan dari dokter yang menanganinya. Hal 

ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran : 

                                                           
3
 Ery Rustiyanto, Etika Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2009, hlm.5  
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Pasal 46  :  

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran 

wajib membuat rekam medis. 

(2) Rekam medis sebagaimana disebut pada ayat (1) harus segera dilengkapi 

setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. 

 

Rekam medis merupakan  milik dari dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan 

yang melayani pasien, sedangkan isi dari rekam medis merupakan milik dari 

pasien dan juga rekam medis ini bersifat rahasia artinya hanya dokter, dan pasien 

yang dapat melihat langsung isi dari rekam medis. Hal ini telah diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran : 

Pasal 47 : 

(1) Dokumen rekam medis sebagaiman dimaksud dalam pasal 46 merupakan 

milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi 

rekam medis merupakan milik pasien. 

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dijaga 

kerahasaiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana 

pelayanan kesehatan.  

 

 Tujuan dibuatnya rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib 

administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan di rumah sakit.
4
 

Pembuatan rekam medis ini juga bertujuan untuk mendapatkan catatan atau 

dokumen yang akurat dan adekuat dari pasien, mengenai kehidupan dan riwayat 

kesehatan, riwayat penyakit di masa lalu dan sekarang, juga pengobatan yang telah 

diberikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan.
5
  

                                                           
4
 Ibid, hlm.6 

5
 Ibid  



20 
 

 
 

Manfaat rekam medis juga bias digunakan sebagai alat bukti yang sah di dalam 

persidangan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu : 

Pasal 184 ayat (1) :  

 Alat bukti yang sah ialah : 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 

 

Pemanfaatan rekam medis juga diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) butir (b) 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 

tentang Rekam Medis yang ditetapkan bahwa “Pemanfaatan rekam medis dapat 

dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan 

kedokeran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi”. 

Di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, rekam medis harus ada 

mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi , untuk melengkapi 

kebutuhan informasi mengenai persetujuan rencana tindakan medis (informed 

concent ), Informed Concent adalah kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya 

medis yang dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan 

informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk 

menolong dirinya, diserta informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.
6
 

                                                           
6
 Komalawati, D. Veronica, Hukum dan Etika Dalam Praktik Kedokteran, PT. Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 86 
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Untuk kepentingan tenaga kesehatan pengganti yang melanjutkan perawatan 

pasien, untuk referensi masa datang, dan diperlukan karena adanya hak untuk 

melihat pasien. 

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien, informasi rekam 

medis memegang peranan yang sangat penting. Informasi ini tidak hanya penting 

bagi pasien, tetapi juga bagi tenaga kesehatan dapat menyusun dan menyampaikan 

informasi rekam medis yang benar kepada pasien demi kepentingan pasien itu 

sendiri. Peranan informasi dalam hubungan pelayanan kesehatan berarti bahwa 

pentingnya peranan informasi harus dilihat dalam hubungannya dengan kewajiban 

pasien selaku individu yang membutuhkan pertolongan untuk mengatasi masalah 

mengenai kesehatannya, disamping dalam hubungannya dengan kewajiban dokter 

selaku professional di bidang kesehatan. Agar pelayanan medis dapat diberikan 

secara optimal, maka diperlukan informasi yang benar dari dokter tersebut agar 

dapat memudahkan dokter dalam diagnosis. 

Hubungan dokter dan pasien yang dimaksud ialah adanya hak dan kewajiban 

dokter maupun hak dan kewajiban dari pasien itu sendiri dalam pelayanan 

tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Hal ini telah diatur di 

dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran : 

Pasal 50 : 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai 

hak: 
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a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 

b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur 

operasional; 

c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; 

dan 

d. menerima imbalan jasa. 

 

Pasal 51 : 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai 

kewajiban: 

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar 

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; 

b.  merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian 

atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu 

pemeriksaan atau pengobatan; 

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga 

setelah pasien itu meninggal dunia; 

d.  melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia 

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 

e.  menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran 

atau kedokteran gigi. 

 

Pasal 52 : 

 

 Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: 

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); 

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

d. menolak tindakan medis; dan 

e. mendapatkan isi rekam medis. 

 

Pasal 53 : 

 

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai 

kewajiban: 

 

a.  memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya; 
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b.  mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 

 c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan 

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 

  

Istilah malpraktik pada umumnya merujuk pada suatu praktek profesi yang 

buruk karena tidak sesuai atau tidak memenuhi standar profesi yang bersangkutan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Malpraktik dapat terjadi pada setiap profesi, 

dan didalam praktek kedokteran dikenal masyarakat sebagai malpraktik 

kedokteran. Praktek yang buruk dalam bidang kedokteran tidak hanya terjadi 

karena faktor pemberi layanan kedokteran, namun juga dapat terjadi karena faktor 

pasien maupun faktor situasi.
7
  

Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan 

tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam 

mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang 

sama. Adapun definisi malpraktik medik pada intinya mengandung salah satu 

unsur sebagai berikut :
8
 

1. Dokter kurang menguasai ilmu pengetahuan kedokteran dan keterampilan 

yang sudah berlaku umum dikalangan profesi kedokteran. 

2. Dokter memberikan pelayanan medik dibawah standar. 

3. Dokter melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati, yang dapat 

mencakup : 

                                                           
7
 Yuli Budiningsih, Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum, CV. 

Sagung Seto, 2009, hlm.91 
8
 M. Jusuf Hanafiah  & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku 

Kedokteran EGC, 2007, hlm.97 
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a. Tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan, atau 

b. Melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. 

4. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum. 

Di setiap tindakan medis dapat mempunyai resiko, oleh karena itu bagi para 

dokter harus melakukan tindakan pencegahan dan berusaha mengurangi resiko 

terjadinya malpraktik dengan cara :
9
 

1. Senantiasa bepedoman pada standar pelayanan medik dan standar 

prosedur operasional. 

2. Bekerjalah secara professional, berlandaskan etik dan moral yang tinggi. 

3. Ikuti peraturan perudangan yang berlaku, tertutama tentang kesehatan dan 

praktik kedokteran. 

4. Jalin komunikasi yang harmonis dengan pasien dan keluarganya dan 

jangan pelit informasi baik tentang diagnosis, pencegahan dan terapi. 

5. Tingkatkan rasa kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan sesama 

sejawat dan tingkatkan kerjasama tim medik demi kepentingan pasien. 

6. Jangan berhenti belajar, selalu tingkatan ilmu dan keterampilan dalam 

bidang yang ditekuni. 

Dan bagi para tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang 

melakukan kesalahan medis dapat diberikan sanksi pidana, perdata, administratif 

dan disiplin, serta sanksi etik sesuai bidang dimana dianggap telah terjadi kelalain. 

Kelalaian medis yang tidak menimbulkan cedera atau kerugian yang nyata tidak 

                                                           
9
 Ibid, hlm.99 
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bisa dimintai pertanggungjawabannya melalui hukum pidana maupun perdata, 

namun kelalaian ini dapat dikoreksi melaului hukum administratif dan disiplin, 

begitu pula dikoreksi secara etika profesi. Bidang pidana dan perdata dilaksanakan 

melalui aparat hukum melalui tingkat pengadilan, sedang bidang administratif, 

disiplin, dan etika dilaksanakan bersama oleh kolegium kedokteran Indonesia dan 

organisasi profesi.
10

 

Berdasarkan dari banyaknya kejadian yang berhubungan dengan malpraktik 

kesehatan yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan maupun tenaga 

kesehatan kepada pasiennya, oleh karena itu penulis merasa penting untuk 

membuktikan kesalahan atau kesengajaan sarana pelayanan kesehatan maupun 

tenaga kesehatan dalam dugaan kasus malpraktik kedokteran ini, para aparat 

penegak hukum dapat menjadikan rekam medis sebagai sumber atau salah satu 

bukti yang bisa diteliti dan sanksi apa yang dapat dikenakan kepada dokter yang 

melakukan tindakan medis berdasarkan rekam medis yang salah berakibat 

menimbulkan adanya korban.  

Dan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Eksistensi Rekam Medis Dalam Hukum 

Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Kedokteran”. 

 

 

                                                           
10

 Yuli Budiningsih, op.cit, hlm.93 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, dan untuk menghindari kajian 

yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan, maka penulis memilih 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kekuatan hukum rekam medis sebagai alat bukti dalam tindak 

pidana malpraktik di bidang kedokteran ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban dokter yang melakukan kesalahan dalam 

pembuatan rekam medis ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut maka tujuan yang akan dicapai 

dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum rekam medis sebagai alat bukti dalam 

tindak pidana malpraktik di bidang kedokteran. 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter yang melakukan kesalahan 

dalam pembuatan rekam medis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Seperti biasanya dalam setiap penulisan skripsi, pasti ada manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Manfaat 
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penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 

manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran 

ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, 

khususnya pemahaman teoritis tentang tindak pidana di bidang kesehatan 

yang khususnya sehubungan dengan rekam medis dalam tindak pidana 

malpraktik di bidang kedokteran serta sanksi yang dapat diberikan kepada 

dokter terkait hbungan rekam medis dalam tindak pidana malpraktik di 

bidang kedokteran. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan, hasil penelitian yang berfokus pada peranan rekam medis 

dapat dijadikan kebijakan sebagai perlindungan hukum dari tindak pidana 

malpraktik di bidang kedokteran dan menjadi bahan pertimbangan 

sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi yang kongkrit 

bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum terhadap tindak pidana 

malpraktik di bidang kedokteran yang terjadi di Indonesia. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian 

dengan menitikberatkan permasalahan agar tidak meluas, yaitu tentang peran 

dokter, pasien, dan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap rekam medis. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pembuktian : 

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction In 

Time) 

Dalam sistem ini, penentuan seorang terdakwa bersalah atau tidak hanya 

didasari oleh penilaian hakim tanpa terikat oleh alat bukti apapun. 

Walaupun secara logika hakim mempunyai alasan-alasan tertentu dalam 

memutus perkara, namun hakim tidak diwajibkan untuk mengemukakan 

alasan tersebut. Hakim dalam melakukan penilaian memiliki subjektivitas 

yng absolut karena hanya keyakinan dan penilaian subjektif hukum yang 

dapat menentukan kesalahan terdakwa.
11

 

 

 

                                                           
11

 Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Total Media, Jakarta, 

2009, hlm.39 
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b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis 

(Conviction In Raisone) 

Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim telah dibatasi. 

Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak seluas pada sistem pembuktian 

conviction in time, karena keyakinan hakim harus disertai dengan alasan 

logis yang dapat diterima akal sehat dan bersifat yuridis. Sistem yang 

disebut sebagai sistem pembuktian jalan tengah ini juga dikenal dengan 

pembuktian bebas, karena hakim diberi kebebasan untuk menyebut alasan 

keyakinannya.
12

 

c. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief 

wattelijk Bewijstheorie) 

Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian 

Conviction In Time. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak diperlukan, 

karena apabila terbukti suat tindak pidana telah memenuh ketentuan alat 

bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang, seorang terdakwa akan 

langsung endapatkan vonis.  

Kelebihan sistem ini di mana hakim berkewajiban untuk mencari dan 

menemukan kebenaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang 

berlaku. Sehingga akan tercapai nilai pembuktian yang objektif tanpa 

memperdulikan subjektivitas dalam persidangan. Sistem ini leih dikenal 

                                                           
12

 Ibid, hlm.40-41 
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dengan nama penghukuman berdasarkan hukum yang maknanya adalah 

bahwa putusan terjadi berdasarkan kewenangan Undang-Undang yang 

sah.
13

 

d. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (negatief 

wattelijk bewijstheorie) 

Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan 

gabungan dua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim. Sistem ini 

adalah perpaduan antara pembuktian menurut Undang-Undang secara 

positif dengan pembuktian menurut keyakinan hakim (Conviction In Time). 

Biasa dikenal dengan “bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh 

keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat bukti yang sah 

menurut Undang-Undang”. 

Kelemahan sistem ini adalah mudahnya terjadi penyimpangan dalam 

praktek peradilan, terutama pada hakim yang tidak tegar, tegas, tidak 

terpuji, demi keuntungan pribadi, mereka bisa saja melakukan hal kotor 

dengan mengeluarkan putusan yang salah terhadap suat perkara dengan 

dalih bahwa itu merupakan keyakinan hakim terhadap perkara tersebut.
14

  

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa 

kesalahan”. Tiada pidana disini berarti bisa dimaksudkan tiada  

                                                           
13

 Ibid, hlm.42 
14

 Ibid, hl.42-43 
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pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya 

dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga bersifat 

“tiada pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan”.  

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur 

pidana, bahwa salah satu unsur ensesial delik ialah sifat melawan hukum 

(wederrechtelijkheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak  di dalam suatu pasal 

undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana 

yang melakukan tidak melawan hukum.
15

  

Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat 

melawan hukum. Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu percobaan 

dan penyertaan, hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, 

apabila dilakukan dengan sengaja yaitu jika si pelaku menghendaki atau 

menginginkan dan mengetahui hal tersebut pada waktu melakukan tindak 

pidana.
16

 

Pertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut 

kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. 
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Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadikarena kealpan pembuatnya, dapat 

dicela.
17

 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut:
18

 

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarjan Unsur Kesalahan 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (faukt liability atau 

liability based on fault) adalah prinsip ini menyatakan, seseorang baru 

dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur 

kesalahan yang dilakukannya.  

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia 

tidak bersalah. Kata dianggap dalam prinsip ini adalah karena ada 

kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam 

hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang 

diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. 
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3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip ini hanya 

dikenal dalam lingkup transaksi konsumen. Contoh: kehilangan atau 

kerusakan pada bagasi kabin yang dibawa oleh penumpang adalah 

tanggung jawab dari penumpang tersebut. 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Menurut E. Suherman, strict liability di samakan dengan absolute liability, 

dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari 

tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan 

pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak. 

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan 

sebagai kalusula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.dalam 

perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci 

atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), 

maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga 

satu rol film baru. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.
19

  

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai 

aturan atau norma. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan 

pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier.
20

 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang 

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.  Penelitian 

deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya 
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adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam 

memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.
21

 

3. Pendekatan Penelitian 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai masalah yang sedang dicoba untuk dicari jalan keluarnya. Adapun 

pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan 

dengan mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan 

dengan masalah hukum yang dihadapi. Dalam metode pendekatan undang-

undang (statute approach) penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas 

dalam peraturan perundang-undangan.
22

 

4. Sumber Bahan  Peneltiian 

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis dan sumber penelitian data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdir dari perundan-undangan, 
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catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam peraturan perundang-undangan 

dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan 

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit 

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan 

9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis 

10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi.
23

 Bahkan hukum sekunder sebagai 

pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku 

yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, kamus hukum 

dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian 

ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 

kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan  

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam 

penelitian hukum ini, Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan, yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
24

 

Dengan cara :  

1. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah 

diputuskan menjadi milik perpustakaan. Pencatatan ini penting agar 
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pengelola perpustakaan maupun orang yang berkepentingan dengan 

perpustakaan mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki, rekam jejak dari 

pengadaan koleksi tersebut dan agar tertib administrasi.
25

 

2. Klasifikasi merupakan penggolongan atau pengelompokkan buku 

berdasarkan subyek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan. Dengan 

dasar ini maka bahan pustaka yang subyeknya sama akan berdekatan atau 

berada pada rak yang sama apapun bentu bahan pustaka tersebut.
26

 

3. Katalogisasi adalah proses pembuatan daftar pustaka (buku, majalah, dan 

sebagainya) milik suatu perpustakaan. Daftar ini berfungsi untuk 

mencatat koleksi yang dimiliki, membantu proses temu kembali, dan 

mengembangkan standar-standar bibilografi internasional.
27

 

6. Teknik Analisis Bahan 

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, 

karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan data. Dalam sebuah penelitian 

hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan 

mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.
28

 

Dalam penulisan hukum ini, Penulis menggunakan metode analisa 

kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang 
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diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode 

deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada, 

dengan menerapkan hal-hal yang umum untuk seterusnya dihubungkan ke 

bagian-bagian yang khusus.  

7. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu metode berpikir 

yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya 

dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Hal analisis penelitian 

yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh 

kesimpulan yang menjawab permasalahan. Metode ini di gunakan untuk 

menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan 

tersebut. 
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